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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Penulis dapat menarik beberapa kesimpulan terhadap analisis rumusan 

masalah 1 dan 2 dalam penulisan hukum ini. Kesimpulan tersebut dapat dijabarkan 

sebagai berikut: 

5.1.1 Tentang Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang 

Penulis menarik kesimpulan terhadap analisis mengenai modus pencucian 

uang. Seperti yang diketahui bahwa perusahaan cangkang memang selalu dijadikan 

wadah pada bagian pencucian uang, tepatnya pada proses kedua dari pencucian 

uang yaitu layering atau pelapisan. Para pelaku biasanya mendirikan sebuah 

perusahaan fiktif atau cangkang yang cuman didaftarkan didalam akta pendirian 

namun tidak ada aktivitas sama sekali serta tidak memiliki karyawan dan kantor. 

Setelah pendirian perusahaan cangkang tersebut, dilakukan tahapan berikutnya 

ialah adanya modus penggunaan nama orang lain atau praktik nominee yaitu pinjam 

nama dengan tujuan untuk mengaburkan dalang sebenarnya dalam pencucian uang 

tersebut. 

Pada kasus pencucian uang melalui perusahaan cangkang di indonesia 

berdasarkan kasus yang sudah dijabarkan oleh penulis, yaitu adanya dugaan 

penggunaan perusahaan cangkang di lingkup kementrian keuangan untuk 

pencucian uang yang dimana pemilik dari perusahaan tersebut merupakan orang 

lain atau dapat dikatakan bukan pemilik sebenarnya. Pada kasus kementrian 

keuangan, oknum yang menggunakan perusahaan cangkang menempatkan nama 

orang lain dalam perusahaannya seperti nama sopir, tukang kebun, bahkan istri. 

Selanjutnya dalam kasus Edhy Prabowo, dirinya menggunakan perusahaan 

cangkang untuk mencuci uang hasil dari korupsi suap benih lobster dengan cara 

menggunakan perusahaan yang tidak aktif untuk menempatkan keuntungan yang 

didapatkan oleh dirinya dari hasil korupsi tersebut serta menempatkan nama orang 

lain dalam kepengurusan perusahaan cangkang tersebut. Dan kasus terakhir yaitu 

kasus Akil Mochtar yang dimana dirinya melakukan korupsi yaitu penerimaan suap 
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dan dirinya mencuci uang melalui perusahaan cangkang berbentuk CV. CV tersebut 

tidak aktif bahkan tidak memiliki kantor serta kegiatan usaha yang semestinya. 

Kemudian CV yang dimiliki Akil Mochtar didaftarkan dengan nama orang lain 

sehingga nama Akil Mochtar tidak tercantum dalam pemilik CV tersebut. 

Berdasarkan kasus-kasus yang dijabarkan, maka dapat dikatakan biasanya para 

pelaku pencuci uang menggunakan modus dengan pendirian perusahaan fiktif 

dengan jaringan yang begitu kompleks serta menempatkan nama orang lain atau 

praktik pinjam nama dengan tujuan mempersulit para penegak hukum untuk 

mendeteksi terjadi pencucian uang dan mengaburkan identitas mereka sebagai 

dalang utama pencucian uang. 

Selanjutnya kesimpulan dari analisis pencucian uang melalui perusahaan 

cangkang di luar negeri yaitu pelaku pencucian uang melakukan modus berupa 

mendirikan perusahaan cangkang di negara bebas pajak atau yurisdiksi yang 

menjamin kerahasiaan pemilik dari perusahaan cangkang. Sehingga peraturan 

Indonesia yang mengatur mengenai pelaporan pemilik manfaat dari sebuah 

perusahaan tidak dapat menjangkau kepada perusahaan cangkang yang didirikan di 

luar negeri. Kelemahan hukum ini yang sering dijadikan alat oleh para pelaku 

pencucian uang untuk mencuci uang mereka melalui modus pendirian perusahaan 

cangkang di luar negeri. 

5.1.2 Tentang Peraturan Yang Tepat Terhadap Perusahaan Cangkang 

Berdasarkan kesimpulan rumusan masalah pertama, maka dapat ditemukan 

adanya permasalahan terkait peraturan tersebut. Yaitu terdapat kelemahan dalam 

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 merujuk kepada biasanya para pelaku pencuci uang 

menyamarkan dirinya dengan menempatkan nama orang lain. Perpres Nomor 13 

Tahun 2018, tidak menerapkan adanya verifikasi mengenai kepemilikan 

sebenarnya dari suatu perusahaan dari instansi yang berwenang. Meskipun instansi 

berwenang dapat melakukan verifikasi namun hal tersebut terjadi ketika ada hal 

yang diperlukan oleh instansi berwenang. Sehingga menurut penulis hal ini menjadi 

awalnya penggunaan nama orang lain dalam suatu perusahaan diakibatkan instansi 

yang berwenang tidak langsung memverifikasi terkait kebenaran dari kepemilikan 

sebenarnya dari perusahaan. Sehingga dengan tidak adanya verifikasi dari awal atau 

dari akarnya akan membuat pencucian uang melalui perusahaan cangkang dengan 
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modus pinjam nama akan berkembang dan beredar secara luas. Selain itu, tidak 

adanya pengenaan sanksi bagi seseorang atau korporasi apabila memberikan 

informasi palsu mengenai kepemilikan sebenarnya dari sebuah perusahaan. Ketika 

dilihat NDAA yang merupakan peraturan dari Amerika Serikat, peraturan tersebut 

menerapkan sanksi pidana dan perdata bagi pihak yang memberikan informasi 

palsu terhadap pemilik sebenarnya dari suatu perusahaan. Selain itu, untuk Perpres 

yang dimiliki oleh Indonesia tidak dapat menjangkau untuk perusahaan cangkang 

yang didirikan diluar negeri sehingga akan sulit untuk mencegah terjadinya 

pencucian uang tersebut. 

Selanjutnya, tidak adanya peraturan yang jelas mengenai perusahaan cangkang 

di Indonesia, dikarenakan adanya SPV yang dapat didirikan berdasarkan 

Permenkeu membuat perusahaan cangkang menjadi lebih mudah untuk dibuat 

sebagai lahan kejahatan di Indonesia. Serta tidak adanya aturan yang jelas mengenai 

pendirian perusahaan cangkang berbasis SPV dan juga sampai sekarang tidak 

adanya pengawasan mengenai perusahaan-perusahaan cangkang serta tidak adanya 

parameter untuk menduga suatu perusahaan cangkang dijadikan lahan tindak 

pidana pencucian uang. 

Dan yang terakhir, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 masih 

memiliki kerancuan dalam menuntut suatu tindak pidana tanpa dibuktikan tindak 

pidana asalnya. Apabila sudah dilakukan penyempurnaan maka dapat mencegah 

pencucian uang melalui perusahaan cangkang sedari awal. 

5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan dan analisis yang sudah dijabarkan diatas penulis 

menarik beberapa saran untuk negara guna mencegah terjadi pencucian uang 

melalui perusahaan cangkang. Saran tersebut ialah: 

5.2.1 Terhadap Modus Pencucian Uang Melalui Perusahaan Cangkang 

Penulis memberikan saran berupa pengawasan terhadap perusahaan yang 

didirikan hanya bersifat cangkang, lebih diperhatikan lagi oleh para instansi yang 

berwenang atau para penegak hukum. Dikarenakan ketika suatu perusahaan 

cangkang didirikan yang digunakan untuk pencucian uang akan merugikan negara 

dari sektor ekonomi maupun sektor lainnya. Selain itu, penegak hukum harus lebih 
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memperhatikan dan menetapkan suatu parameter terhadap perusahaan yang 

berpotensi dijadikan perusahaan cangkang untuk pencucian uang. 

5.2.2 Terhadap Peraturan Yang Tepat Untuk Perusahaan Cangkang 

Penulis memberikan saran berupa penyempurnaan peraturan terhadap 

kepemilikan manfaat atau kepemilikan sebenarnya dalam suatu korporasi dan 

peraturan yang jelas terhadap perusahaan cangkang. Saran tersebut berupa: 

1. Adanya penyempurnaan terkait Perpres Nomor 13 Tahun 2018 

mengenai verifikasi dari pemilik sebenarnya dari suatu korporasi. 

Dengan disempurnakan dan memberikan arahan kepada instansi 

berwenang melakukan verifikasi sejak awal dilaporkan kepemilikan 

sebenarnya dari suatu perusahaan dapat menekan angka pencucian 

uang melalui praktik pinjam nama melewati perusahaan cangkang; 

2. Adanya pengenaan sanksi baik secara pidana maupun perdata dalam 

Perpres Nomor 13 Tahun 2018 mengenai informasi palsu atau 

informasi tidak sesuai mengenai pelaporan terhadap kepemilikan 

sebenarnya dari korporasi. Dengan diterapkan sanksi pidana dan 

perdata akan membuat para pelaku pencucian uang memikirkan ulang 

tindakan mereka ketika membuat perusahaan fiktif dengan meminjam 

nama orang lain, serta dengan adanya hal ini dapat menurunkan 

pelaporan palsu mengenai informasi kepemilikan sebenarnya dari 

suatu korporasi. 

3. Adanya penyempuranaan terkait Perpres Nomor 13 Tahun 2018, yang 

dimana perpres ini dapat menjangkau untuk perusahaan yang didirikan 

di luar negeri, dan menaikan status Perpres tersebut menjadi Undang-

Undang agar dapat lebih mengikat dan kuat secara hirearki perundang-

undangan. 

4. Adanya peraturan yang jelas mengenai pendirian SPV di Indonesia 

maupun di luar indonesia, berhubung sampai sekarang masih tidak 

ditemukan prosedur pendirian SPV di Indonesia serta pengawasannya 

membuat adanya celah hukum bagi para pelaku pencuci uang untuk 

mendirikan perusahaan fiktif sebagai wadah dari pencucian uang. 
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5. Adanya pengertian perusahaan cangkang secara yuridis di Indonesia, 

dan paramater terhadap perusahaan yang terindikasi akan menjadi 

perusahaan cangkang. 

6. Adanya penyempurnaan terkait Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 

Tahun 2010 guna dapat dilakukan pencegahan sedari awal mengenai 

pencucian uang melewati perusahaan cangkang yang terindikasi 

dijadikan lahan pencucian uang. 

 

Berdasarkan saran yang sudah dibuat oleh penulis, penulis sendiri berharap 

pemerintah dapat segera memperbaharui peraturang-peraturan yang masih lemah 

yang menyebabkan tindak pidana pencucian uang menjadi lebih merajalela dan 

dapat mengakibatkan kerugian bagi negara. 
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